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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSLiJS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOL4. KEBERSIHAN
BADAN AIR, TAMAN DAN JALUR HIJAU

~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JA

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 149 Peratu an Daerah Nomor
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan asal 45 Peraturan
Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasl da Tata Kerja Dinas
Kebersihan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gu ernur Nomor 215
Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimaiisasl Pe gelolaan Sampah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentu an Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman da Jalur Hijau;

P Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-ppkok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang$n Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perb(,nd~haraan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa~n Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perperintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir deng~n Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pe'lerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai IbukJta Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembl=ntukan Peraturan
Perundang-undangan;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Itentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentan
Milik NegaralDaerah sebagaimana telah diuba
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Pengelolaan Barang
dengan Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006\ tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12.
,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9 Pembagian Urusan
aerah ·Provinsi dan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tellta~g Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;

~.•
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20071 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tpntang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis drill Sampah Sejenis
Rumah Rumah Tangga;

RT/M/2006 tentang
istem Pengelolaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembang31l
Persampahan (KSNP-SPP);

17.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1:: Tfhun 200.6 -tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagail lana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dal m Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

i~
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 T*hun 2010 tentang

Pengelolaan Sampah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahuri 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Kl1us~s Ibukota Jakarta;

20..Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang !)engelolaan Sampah;

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang qrganisasi Perangkat
Daerah;

22. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tent*ng Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kebersihan;

23. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2012 t"nt~ng Pengintegrasian
dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKANIORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN BADA~ AIR, TAMAN DAN
JALUR HIJAU.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja~arta.

Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan PerariJkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjJtnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta..

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya d singkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khus s Ibukota Jakarta.

Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutny disebut Biro Ortala
adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.

Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Pro insi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan prdvinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dcln Jfilur Hijau adalah Unit
Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman danl Jalur Hijau Dinas
Kebersihan.

11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kebe'sih\1n Badan Air, Taman
dan Jalur Hijau.

12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manU~1<3 Jan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

13. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya a~ara lain bergantung
pada relief permukaan bumi, kesarangan batuar pe nbendungnya, curah
hujan, suhu dan sebagainya antara lain kali. SL ng i, rawa, danau, setu
dan waduk.

14. Taman adalah sebuah tempat yang ter,=nc~na atau sengaja
direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di I ar ruangan, dibuat
untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanama dan bentuk alami.

15. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman se~a elemen lansekap
lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan d n berfungsi sebagai
pembentuk hijau jalan yang didominasi oleh tanalla Ipepohonan.

BAB 1\

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Peng'llol~ Kebersihan Badan
Air, Taman dan Jalur Hijau.
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BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNetSI

Pasal 3

(1) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau merupakan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dalam pel~\(sanaan pengelolaan
kebersihan pada badan air, taman dan jalur hijau.

(2) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Ja!ur Hijau dipimpin oleh
seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tuga~ dan fungsinya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dina

Pasal 4

(1) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan J{;lur Hijau mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan kebersihan ba:Jan! air, taman dan jalur
hijau.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudl pada ayat (1), Unit
Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur HijflU menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja Idan anggaran serta
dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola ~ebersihan Badan Air,
Taman dan Jalur Hijau;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen prl1aksanaan anggaran
Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan ~alur Hijau;

c. penyusunan standar dan prosedur teknis peng<lOglutan sampah;

d. pengoordinasian tempatltitik lokasi penampunga sampah sementara
dengan Satuan Ke~a Perangkat Daerah/Unit Ke ja Perangkat Daerah
dan/atau pihak terkait;

e. pengaturan jadwal pengangkutan sampah pada ~adan air, taman dan
jalur hijau ke tempat pembuangan akhir;

f. pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan san1pah pada badan air,
taman dan jalur hijau sampai tempat pembuangan hhir;

g. pelaksanaan penyediaan prasarana dan s3raria teknis kebersihan
termasuk jaring sampah, kapal pengumpul ciani pengangkut sampah
pada badan air;

h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan pra',arana dan sarana teknls
kebersihan pada badan air, taman dan jalur hijau:

i. pengelolaan sampah hasil pengumpulan dari blda~l air, taman dan jalur
hijau dengan menggunakan teknologi ramah linqkut,gan;

j. pengoordinasian teknik pengelolaan sampah pada 'Jadan air, taman dan
jalur hijau dengan Satuan Ke~a Perangkat DaHahtUnit Kerja Perangkat
Daerah dan/atau pihak terkait;

k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acilra;

I. peJaksanaan pengelolaan teknologi informasi U 'lIt !f'engelola Kebersihan
Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
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pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang d11 ketatausahaan Unit
Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan JCllu Hijau;

n. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Kebersihan adan Air, Taman dan
Jalur Hijau; dan

o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Itugas dan fungsi Unit
Pengelola Kebersihan,Badan Air, Taman dan Ji1lu~ Hijau.

BAB IV

ORGANISASI

pelaksanaan tugbs dan fungsi Unit
Taman dan Jalurl Hijau sebagaimana

---
~

;:::::::-
•

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Kebersihan Badan \Air, Taman dan Jalur
Hijau, terdiri dari :

a. Kepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana; dan

d. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Kebersihan E\adan Air, Taman dan
Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercan~um dalam Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan
Pengelola Kebersihan Badan Air,
dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan sdtuan Pelaksana;
,

c. melaksanakan koordinasi dan ke~a sarna dengan satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pih<lk erkait, dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersih m Badan Air, Taman
dan Jalur Hijau; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanJan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur I1lijau.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan
administrasi Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Tama I dan Jalur Hijau.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kep la Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada <epala Unit.
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(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerj dan anggaran serta
dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola ebersihan Badan Air,
Taman dan Jalur Hijau sesuai dengan Iingkup tuga nya;

b. melaksanakan rencana strategis dokumen peJak anaan anggaran Unit
Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalu Hijau sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

valuasi pelaksanaan
garan Unit Pengelola

melaksanakan monitoring, pengendalian dan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan an
Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;

d. mengoordinasikan penyusunan reneana strat~!lis Unit Pengelola
Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;

e.

memelihara keamanan, ketertiban, keindahan d 1Il ~ebersihan kantor;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangar1 dan barang;

melaksanakan pemeliharaan, perawatan prasarapa dan sarana kerja
sesuai dengan Iingkup tugasnya;

mengusulkan kebutuhan prasarana dan sara1ia kerja pada Unit
Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;

melaksanakan pengelolaan teknologi inform~~3i Unit Pengelola
Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan beara Unit Pengelola
Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;

urat-menyurat dan

mengoordinasikan penyusunan laporan keuan9an.1 kinerja dan kegiatan
serta akuntabilitas Unit Pengelola Kebersihan Baban Air, Taman dan
Jalur Hijau; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksa~aan tugas Subbagian
Tata Usaha.

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan
kearsipan;

e.

./"'
f.

..-

g.

h.

i.

j.

k.

I.

c::
m.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana

Pasal8

(1) Satuan Pelaksana merupakan Satuan Kerja Lini Unit engelola Kebersihan
Badan Air, Taman dan Jalur Hijau dalam pelaksanaan I<egiatan operasional
penanganan sampah pada badan air, taman dan jalur hi au.

(2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sat Ian Pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepnda Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud 'lda ayat (2) bukan
jabatan struktural.

(4) Kepala Saluan Pelaksana sebagaimana dimaksud paj:Ja ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
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(5) Satuan Pelaksana mempunyai tugas :

a. menyusun Program Ke~a Unit Pengelola Keberslpan Badan Air, Taman
dan Jalur Hijau sesuai dengan lingkup tugasnya:

b. melaksanakan monitoring rutin kebersihan dan/*au keberadaan pada
seluruh badan air, taman dan jalur hijau;

c. menyelenggarakan operasional/kegiatan penangaran sampah di badan
air, taman dan jalur hijau;

d. mengumpulkan, memilih dan mengangkut sampa~ pada dan dari setiap
badan air, taman dan jalur hijau;

e. mencatat volume sampah yang ditangani dan dlkelqla di badan air, taman
dan jalur hijau;

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan!instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan penanganan sampah di badarl air, taman dan jalur
hijau;

pemeliharaan dan
an sampah di badan

menyusun rencana kebutuhan, penyediaan,
perawatan prasarana dan sarana teknis penanga
air, taman dan jalur hijau;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prLsarana dan sarana
teknis penanganan sampah di badan air, taman da,f jalur hijau;

melaksanakan evaluasi ketersediaan dan kelaikan !rasarana dan sarana
teknis penanganan sampah di badan air, taman da jalur hijau;

mengusulkan penghapusan prasarana dan saral'J teknis pengolahan
sampah yang tidak laik pakai;

mengoordinasikan tempat/titik lokasi penampunga L sampah sementara
dengan Satuan Ke~a Perangkat Daerah/Unit I<erl~ Perangkat Daerah
dan/atau pihak terkait;

melaksanakan pengaturan jadwal dan peng"ng utan sampah pada
badan air, taman dan jalur hijau ke tempat pembual gan akhir;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan pr sarana dan sarana
teknis kebersihan pada badan air, taman dan jalllr h jau;

melaksanakan pengelolaan sampah hasil pengum lulan dari badan air,
taman dan jalur hijau dengan menggunakan teknolo )i ramah lingkungan;

pengoordinasian teknik pengelolaan sampah parla adan air, taman dan
jalur hijau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah nit Kerja Perangkat
Daerah dan/atau pihak terkait; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelakJanaan tugas Satuan
Pelaksana.

I.

t:=' m.,

n.

o.

,.L::'"' g.
_. -'

h.

i.

j.

k.

Pasal9

Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal B bdrkedudukan di

a. Kola Administrasi Jakarta Pusat;

b. Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. Kota Administrasi Jakarta Barat;
d. Kola Adminislrasi Jakarta Salatan; dan

e. Kota Administrasi Jakarta Timur.
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Bagian Kelima

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hilau dapat mempunyai
Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 melaksanakan tugas
dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola K~bersihan Badan Air,
Taman dan Jalur Hijau.

Pasal11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian.~Jmpetensi pejabat
fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsio lal Unit Pengelola
Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sebagai agian dari Kelompok
Jabatan Fungsional Dinas Kebersihan.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dlma~sud pada ayat (1)
dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional y~ng berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dl~aksud pada ayat (2)
diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dan pe bat fungsional yang
dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keu 199ulan kompetensi
(pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit lengelola Kebersihan
Badan Air, Taman dan Jalur Hijau diatur dengaJ'l Peratur n Gubernur sebagai
bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kebersi Ian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Imerupakan Jabatan
Struktural Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pas:~1 l ayat (2) merupakan
Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Kebersihan Badan
Air. Taman dan Jalur Hijau wajib taat dan berpedorj,an pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama~dengan Satuan Kerja
Perangkat DaerahJUnit Ke~a Perangkat Daerah dan/alau instansi terkait dalam
rangka meningkatkan kine~a dan memperlancar pelaksa aan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hi au.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan ~elaksana pada Unit
Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hija wajib melaksanakan
tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama. i tegrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi dan efektivitas serl efisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Unit, Kepala SUbbagian dan Kepala Satuan ~elaksana pada Unit
Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hi au wajib memimpin,
mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bim ingan, memberikan
petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kine ja bawahan masing­
masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan pel~sana serta Pegawai
pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman d n Jalur Hijau wajib
mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan alasan asing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit. Kepala Subbagian dan Kepala Satuan pelaksan~ pada Unit Pengelola
Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau wajib mengawa i dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta menga lbil langkah-Iangkah
yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimp;lng In dan/atau indikasi
penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan pellksana dan Pegawai
pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman d In Jalur Hijau wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuK k ndala yang dihadapi
dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-ma ,ing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimak~,ud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang dileri na sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masi g-masing.

Pasal 18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pem~:inaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengeloia ebersihan Badan Air,
Taman dan Jalur Hijau sebagai bagian dari pemb naan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kebersihan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dl~naksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Gubemur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Kebersihan B~dan Air, Taman dan
Jalur Hijau merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
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(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dlmaksud pada ayat (1),
dl.laksanakan sesL!al dengan ketentuan peraturari perundang-undangan
Bldang Kepegawalan Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian S~bagaimana dimaksud
p~.da ayat (2), Unit Pengelola Keb~rsitian Badan Air, Taman dan Jalur
HIJau mendapat pemblnaan dan Sekretarls aerah melalui BKD
berkoordinasi dengan Biro Ortala sebagai ba ian dari pembinaan
kepegawaian Dinas Kebersihan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Ftengelola Kebersihan
Badan Air, Taman dan Jalur Hijau dibeban',an pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksu~ pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanlperundang-undangan
Bidang Keuangan NegaraJDaerah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan ~jgas dan fungsi Unit
Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan J$lur Hijau merupakan
pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimakf,ud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan \Jerundang-undangan
Bidang Keuangan NegaraJDaerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola K 'bersihan Badan Air,
Taman dan Jalur Hijau sebagai prasarana dar sa ana kerja merupakan
aset daerah dengan status kekayaan daerah yan tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau pras~rana dan saran . kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dllaksanakan sesu I dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Bidang Keuanga Negara/Daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan Bldan Pengelolaan Barang
Milik NegaralDaerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima datal' bentuk pemberian,
hibah atau bantuan dan Pihal< Ketiga kep Ida Unit Pengelola
Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Iijau dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya merupaf.an penerimaan barang
daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dlm~,sud pada ayat (1),
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan s lanjutnya dilaporkan
kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelo a Keuangan Daerah
sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicata dalam daftar Barang
Milik Daerah.

(1 )

BAB X

FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA

Pasal24

Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang KeRala Subbagian Tata
Usaha dan 5 (lima) orang Satuan Pelaksana sebag,i bawahan langsung.
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(2) Kepala SUbbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-ban knya oleh 6 (enam)
orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawah In langsung.

(3) Kepala Satuan Pelaksana dibantu sebanyak-banyakn a oleh 116 (seratus
enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegaw i Negeri Sipil.

(4) Rincian tormasi jabatan sebagaimana dimaksud pada yat (2) dan ayat (3)
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(5) Rincian tonmasi jabatan sebagaimana dimaksud pada atat (4) menjadi acuan
pengajuan kebutuhan pegawai Unit Pengelola Kebersih~n Badan Air, Taman
dan Jalur Hijau.

Pasal25

(1) Kebutuhan peralatan ke~a minimal setiap jabatan sebagar~lana dimaksud dalam
Pasal22 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur inL

(2) Kebutuhan peralatan ke~a minimal sebagaimana dim~ksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelqla Kebersihan Badan
Air, Taman dan Jalur Hijau.

BAB XI

PElJ\PORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

(1) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalurl Hijau menyusun dan
menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwu an, bulanan danlatau
sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mfliputi laporan :

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. barang;

d. akuntabilitas; dan

e. kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Kebersihan Badanl Air, Taman dan Jalur
Hijau mengembangkan sistem pengendalian internal sebag~i bag ian dari sistem
pengendalian internal Dinas Kebersihan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Kebersihan Badan 4rr, Taman dan Jalur
Hijau dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memenk!a pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara; dan

b. Aparat pengawasan intern pemerintah.
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BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Peringkat dan besaran tunjangan kinerja daerah, pejabat stru~tural dan pegawai
Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau ak~n ditetapkan/diatur
dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen~lun~angan Peraturan
-e-- Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September £013

GUBERNUR PROVINSI qAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WID([)DO

F ,.,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 62030

~~~~~~~~:~~~b~ERAH
~H~US IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I Peraturan Gubernur Provihsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta

Nemer
Tahun

103 TAHUN
6 Septembe

013
2013
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN BADAN AIR, TAMAN DAN JALUR HIJAU

KEPALAUNIT

l
SUBB,L,,';'AN
TATA U~;t,_H

________1 _
, ,-, ,1_
: SATUAN :: ~i~
: PELAKSANA : : : : :
I " I II
I , I I "

li:E:::::::::::::~U :!' "
I. • __ .1

SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
Iii i I

GUBERNUR PROVINSI D4,~RAH KHUSUS
IBUKOTA JAr:AFTA,

Ttd.

JOKO WIOOI!JO



Lampiran II: Peraturan Gubernur Provin i Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 103 TAHUN 2013
Tanggal 6 September 2013

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN BADANAIR,
TAMAN DAN JALUR HIJAU

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlc h Status Pegawai

1. Kepala Unit - S1 Umum III 1 PNS
- Diklatpim Tk. 111
- Diklat Pengelolaan

Keuangan Daerah
- DiklatlBimtek Pengadaan

Barang dan Jasa

-
2. Kepala 8ubbagian Tala - 81 Umum IV 1 PN8

Usaha - Diklatpim Tk. IV
- Diklat Pengelolaan

, Perkantoran I
- Diklat Komputer

Perkantoran
- Diklat Pengelolaan

Kepegawaian
- Diklat Pengelolaan

Keuangan Daerah
- DiklaUBimtek Pengadaan

Barang dan Jasa

-
a. Pengadministrasi Umum - Minimal SLTA PNS

- Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat Arsip I

- Diklat Komputer
Perkantoran

b. Bendahara - Dill Keuangan PNS
- Diklat Bendahara
- Diklat Komputer

Perkantoran
- Diklat Pengelolaan

1

Keuangan Daerah

c. Pengurus Barang - Minimal SLTA --PNS

- Diklat Administrasi
Barang Daerah

- Diklat Komputer
Perkantoran

-- 12-e--·_-
PNSd. Pengadministrasi - Dill Keuangan ~

Keuangan - Diklat Administrasi
Keuangan

- Diklat Komputer
Perkantoran

- Bimtek Verifikasi
Keuangan

-
3. Kepala Satuan Pelaksana - S1 Umum Non 5 PNS

- DiklaUBimtek Pengadaan Eselon
Barang dan Jasa

.-'

C'

~
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No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah Status Pegawai

a. Pengadministrasi - Minimal SLTA 5 PNS
Satuan Pelaksana - Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat Arsip
- Diklat Komputer

Perkantoran

b. Pengawas Pelaksana - 0111 Umum 42- PNS
Kebersihan - 691-c. Operator Saringan - Minimal SLTA atau Non PNS
Sampah sederajat

-
Jumlah 7 12 PNS 53

Non PNS 69
Jumlah Keseluruhan I 12

GUBERNUR PROVINSI PAERAH KHUSUS
IBUKOTA JA <ARTA,

Ttd.

JOKOWIDO >0

..,.,

C'

~
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Lampiran III ; Keputusan Gubernur Provi si Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 103 TAHUN 2013
Tanggal 6 September 2013

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGEL LA
KEBERSIHAN BADAN AIR, TAMAN DAN JALUR HIJA I

No Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

1. Kepala Unit - Komputer 1 unit
- Note Book 1 buah
- White Board 1 unit
- Alat Komunikasi 1 unit
- Filling Kabinet 1 buah

-2. Kepala Subbagian Tata Usaha - Komputer 1 unit
- Alat Komunikasi 1 unit
- Filling Kabinet 1 buah

r: ----,-a. Pengadministrasi Umum - Komputer 1 unit-- - Printer 1 unit
- Alat Komunikasi 1 unit
- Filling Kabinet 2 buah

--b. Bendahara - Komputer 1 unit
- Printer 1 unit
- Alat Komunikasi 1 unit
- Filling Kabinet 1 buah
- Kalkulator/Alat hitung 1 buah
- Brankas 1 buah

---- ----c. Pengurus Barang - Komputer 1 unit
- Printer 1 unit
- Alat Komunikasi 1 buah
- Filling Kabinet 1 buah

- -r' d. Pengadministrasi Keuangan - Komputer 1 unit- "' - Printer 1 unit
- Filling Kabinet 1 buah
- Alat Hitung 1 unit

--- -
3 Kepala Satuan Pelaksana - Komputer 5 unit

- Mobil Operasional 5 unit
- Alat Komunikasi 5 unit
- Filling Kabinet 5 buah
- Kalkulator 5 buah

---
5 unita. Pengadministrasi Satuan Pelaksana - Komputer

- Printer 5 unit
- Alat Komunikasi 5 unit
- Filling Kabinet 5 buah

- ..
b. Pengawas Pelaksana Kebersihan - Motor 42 buah

- Alat Komunikasi 42 unit
- Filling Kabinet 42 unit
- Kalkulator 42 buah
- Kamera 42 buah
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No Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

c. Operator Saringan Sampah - Alat Komunikasi 69 unit
- Jas Hujan 69 buah
- Sepatu Boot 69 buah

GUBERNUR PROVINS DAERAH KHUSU
IBUKOTA J KARTA,

Ttd.

JOKOWIDC DO


